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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

ABSTRAK -

Bahwa Penyandang Disabilitas di Kabupaten Belitung Timur mempunyai
kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga masyarakat
lainnya dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai
manusia yang bermartabat, sehingga perlu dihormati, dilindungi, dan difasilitasi
pemenuhan haknya guna mewujudkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah,
dunia usaha dan masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menghormati
hak Penyandang Disabilitas agar terbebas dari tindakan diskriminasi, eksploitasi
serta mendukung pelaksanaan pembangunan inklusif disabilitas, guna
mengharmonisasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan
penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas,
Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan mewujudkan kesetaraan hak
dan kesempatan di segala bidang bagi Penyandang Disabilitas sesuai
kewenangannya.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5871), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841),
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6368), Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6399), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020
tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473),



CATATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540), Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566), Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 143), Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar
Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 790), Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun
2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 439).

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketentuan Umum, diatur tentang
Ruang Lingkup, diatur tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan, diatur
tentang Ragam Penyandang Disabilitas, diatur tentang Pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,
diatur tentang ULD, diatur tentang Peran Serta Masyarakat, diatur tentang
Penghargaan, diatur tentang Evaluasi dan Pelaporan, diatur tentang pendanaan,
dan diatur tentang Ketentuan Umum.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2023.
Penjelasan: 6 halaman.



